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1. Pendahuluan

Berada di tengah-tengah para pakar teknologi antariksa,

para industriawan, operator, penyedia jasa maupun
konsumen jasa aktivitas yang berkaitan dengan
antariksa, menambah kesadaran betapa pentingnya

kesiapan terciptanya perundang-undangan nasional yang
dapat mendukung berbagai aktivitas yang Saudara tangani

dewasa ini.

Dalam dekade terakhir ini perkembangan komersialisasi
kegiatan antariksa telah berkembang dengan pesat.
Penggunaan teknologi dirgantara yang semula ditujukan
untuk pertahanan dan keamanan semata-mata, dewasa ini
mengarah ke penggunaan untuk kepentingan sipil, baik
oleh badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta
nasional dan asing bersama-sama.

Arah komersialisasi ini menggalakkan penerapan prinsip-

prinsip bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan
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sumber pendanaan pengembangan lebih lanjut dari kegiatan

keantariksaan. Spektrum kegiatan komersialisasi anta-
riksa demikian 1luas, antara lain : telekomunikasi,
pengindcraan jauh, meteorologi, observasi bumi dan

lingkungan, jasa navigasi, infrastruktur darat, pengem-
bangan riset industri antariksa, serta riset dasar

keantariksaan, dan lain-lain.

In'onesia dewasa ini sedang menuju ke suatu ekonomi

terbuka dan berorientasi pasar. Indonesia telah merati-
fikasi World Trade Organization dan dengan demikian
menunjukkan niat wuntuk melangkah ke masyarakat yang
lebih terbuka dan maﬁpu berpartisipasi dalam perdagangan
bebas. Disamping komitment Indonesia dalam aktivitas
APEC serta kerjasama regional AFTA. Hal mana ditunjuk-
kan dengan berbagai upaya deregulasi ekonomi kita.
Langkah-langkah ini membutuhkan perangkat hukum yang
m_ndukung pengembangan dan interaksi komersialisasi yang

menguntungkan bagi Republik Indonesia.

Kerangka Pengaturan Hukum Yang Mendukung

Kebutuhan akan suatu kerangka pengaturan yang kondusif

untuk berbagai bidang antariksa bukan hanya dirasa perlu

oleh 1Indonesia, negara-negara berkembang 1lain, yang
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o

ccdang menikmati produk aktivitas antariksa menghadapi
fenomena sama. DBerbagai kendala yang dihadapi negara-
negara ini dapat dikonstatasi sebagai berikut :

Kendala aplikasi teknologi komunikasi melalui satelit,
penginderaan Jjauh dan lain-lain di berbagai negara
terletak pada struktur pengaturan yang tersedia di
negara tersebut. Akibat pengembangan kebijaksanaan yang
mendukung kompetisi dan partisipasi sipil/swasta dalam
imestasi telekomunikasi di level internasional, re-
gional dan nasional membawa konsekuensi lahirnya macam-
macam jasa yang baru pula. Pengaturan nasional yang
tersedia, adakalanya tidak dapat menampung perkembangan

ini.

Peuyelenggaraan jasa telekomunikasi di negara-negara ini
sejak semila dimonopoli oleh perusahaan PTT milik negara
dan keseganan negara-negara berkembang untuk meng-
#ksploitasi teknologi - baru terkait dendan persepsi
Laliwa sistem satelit yang dioperasikan oleh perusahaan
bukan PTT dapat mengganggu éenerimaan keuntungan vang
selama ini terjamin, dan menimbulkan gangguan baru
terhadap  keamanan dan  pertahanan negara. Pengaturan
hukum dengan Karakteristik struktur monopoli telekomu-
nikasi seperti itu terlalu dipengaruhi oleh campur
Ldngan'pulltik, managemen Xurang profesional dan penggu-

suan sumber  kekayaan yang tidak efisien, Pertanvaan
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B

kemudian timbul, sejauh mana peranan Pemerintah dalam
H ) ' - -

pemilikan dan penvelenggaraan/managemen dan pembiayaan
jasa teklekomunikasi perlu dikurangi agar dapat membuka
peluang bagi partisipasi swasta dan struktur kompetisi
vang bagaimana yang perlu diciptakan ?

kendala lain adalah anggapan bahwa teknologi komunikasi
adalah kapital insentif/bermodal besar dan akan menguras
anggaran pembiayaan negara.

Banyak permasalahan yvang kompleks yang perlu diperhati-
kan untuk menciptakan suatu kerangka pengaturan yang
kondusif bagi tuntutan-tuntutan masa kini.

Bahan bandingan dapat ditarik dari pengaturan hukum di
negara lain maupun dendgan menciptakan aturan-aturan

hukum sendiri.

Ternvata belum semua negara industri, kecuali yang

memiliki industri antariksa yang sangat maju, memiliki
peraturan nasional yang khusus memberi dukungan dan
pembatasan bagi aktivitas antariksa yang diselenggarakan

oleh perusahaan swasta (AS, UK, dan Swedia).

Di majoritas negara yang belum memiliki peraturan na-
sional yang khusus, maka peraturan nasional yang ada
diusahakan untuk secara 'analogi diinterpretasi agar

dapat diaplikasi pada perkembangan baru. Pengaturan yang

rerlu diperhatikan berkaitan dengan komersialisasi hasil
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aktivitas antariksa adalah antara lain, pengaturan hukum

bisnis nasional maupun internasional, hukum dagang
nasional dan internasional, penanaman modal, hukum
administratif (perizinan), penyelesaian sengketa, serta
peraturan proteksi hak milik intelektual nasional dan
internasional. Dalam beberapa hal "anti-trust laws" yang
dimiliki negara industri perlu diperhatikan. Aturan ini
mengatur aplikasi extra territorial dari hukum nasional
suatu negara yaitu dengan memberlakukan UU serta Kepu-
tusan Pemerintah pada aktivitas di 1luar Jjurisdiksi

negara tersebut. Hukum Nasional berupa Hukum Ekonomi, UU

Telekomunikasi, UU Siaran yang memadai perlu dibuat.

Dalam kekosongan hukum nasional, pengaturan secara
kontraktual yvang berkembang dan mendasar pada otonomi -
berkontrak yang dianut di semua negara dengan pemba-
tasan-pembatasan vang ditetapkan hukum nasional,
merupakan sumber yang mengikat. Walaupun hal ini tidak
cukup karena tidak mengatur kepentingan negara dan
masyarakat yvang lebih luas.

Praktek selama ini menimbulkan pula model-model kontrak
seperti dalam praktek NASA & ESA; dan model-model terse-
but digunakan oleh para kontraktor barang & jasa serta
pengguna jasa di seluruh dunia. Namun demikian kondisi
pasar membutuhkan model-kontrak yang baru untuk berbagai

kontrak jasa dan jasa transportasi yang berbeda dengan
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vang lama. Avah yang melangkah menjauhi sistem "quasi-
monopoly" vang dimiliki oleh NASA bertambah tajam dengan

bertambah banyaknya perusahaan swasta yang berkecimpung

dalam aktivitas antariksa. Suatu contoh, kontrak NASA
dengan pihak pengguna (User) selalu memuat klausula
tentang "allocation of certain Risks" disertai "cross
waiver liability" atau saling melepaskan tanggung jawab
dan tidak akan saling menuntut ganti rugi apabila ter-
jadi kerugian pada benda yang dimiliki/orang yang dipe-
kerjakan oleh para pihak. Pada mulanya klausula seperti
ini terpaksa selalu disepakati para Users, namun dengan
bertambahnya kompetisi antara para operator peluncur
satelit, dipertanyakan apakah model ini tetap dapat
dipertahankan dikemudian hari (Bandingkan Kasus The

Martin Marletta Case 1990, 1991).

Perusahaan swasta yang berkecimpung dalam aktivitas
antariksa selalu berkepentingan dengan masalah pertang-
gung jawaban (liability). Oleh karena " ... risk manage-
ment and control of liability issues are major consider-
ations for any new venture ..." dan meliputi pertang-
gung jawaban yang dihadapi perusahaan swasta ini maupun
vang dapat ia tuntut dari pihak lain, baik mitra kerja-
samanya maupun pihak lain yang aktif dalam kegiatan

antariksa. Baik berdasarkan hukum nasional yang dipilih

para pihak (choice of law rules) maupun berdasarkan

91

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

92

ketentuan hukum internasional seperti The L?ability
Convention 1972. Masalah pertanggungjawaban selalu
dikaitkan dengan asuransi yang tersedia. Berbagai model
kontrak asuransi yang berkembang telah dibuat oleh
perusahaan asuransi seperti Lloyd's dan lain-lain.
Pengaturan asuransi & kewajiban penutupan asuransi perlu

diatur pula dalam hukum nasional.

Langkah-langkah yang diambil negara-negara berkembang

untuk memprivatisasi sistem telekomunikasi dan meng-
izinkan terciptanya kompetisi domestik dan asing sudah
mulai terlihat. Walaupun upaya ini masih dalam pengawa-
san ketat dari pemerintah yvang bersangkutan, tidak lain
untuk memproteksi perusahaan nasional serta pertimbangan
lain. 0Oleh karena itﬁ perusahaan asing yang berminat
mengekspor jasa telekomunikasi ke negara tersebut perlu

menghadapi perusahaan-perusahaan domestik sebagaimana

menghadapi perusahaan PTT negara tersebut. Jasa mereka

dapat disalurkan melalui perusahaan jasa agency untuk

penjualsn barang dan jasa Lkepada perusahaan-perusahaan

domestik. Bila tersedia melalui Kkerjasama penanaman

modal (joint venture cooperations).

Dalam hal Indonesia, pengaturan nasional dalam bidang

Ltelekomunikasi cukup lengkap dibanding dengan bidang

aktivitas antariksa lain., Diawali dengan Undang-undang
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no. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi y:ng menunjuk
pada pembentukan Dberbagal peraturan pemerintah dan
keputusan menteri <scbagai pengaturan pelaksanaannva.
Sebagai hasil dari arus privatisasi PT Telkom dan PT
Indosat dewasa ini didampingi oleh perusahaan dari
sektor swasta seperti PT Satelindo, PT Ratelindo dan
lain-lain. Dan langkah yang positif dalam era komer-
sialisasi adalah masuknyva PT Indosat tahun yang lalu dan
PT Telkom pada tahun ini dalam pasar modal nasional dan
internasional. Undang-undang di atas dilengkapi dengan
Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang Penyeleng-
garaan Telekomunikasi vang menggantikan Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1991. Dewasa ini terbuka luas
kerjasama perusahaan swasta dengan perusahaan asing
dalam bidang jasa telekomunikasi. Baik melalui kerjasama
"joint ventures, Jjoint operations" maupun berdasarkan
“"management contracts". Berbagai keputusan Menteri
Parpostel tentang Penggunaan Transponder satelit (1991),
Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar
(1993), penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak
satelit dan lain-lain telah diciptakan sampai dengan
tahun 1995 ini, yang pelaksanaannya para peserta seminar

vang terhormat lebih mengetahui.
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Aspek Perizinan

Diperlukan penataan perizinan vang mendukung komer-
cialisasi dan privatisasi aktivitas antariksa di suatu
negara. Pengaturan proses perizinan tidak perlu sama
untul berbagai bidang Lkegiatan antariksa yang sedang
dioperasikan negara tersebut. Perbedaan persyaratan
proses  perizinan tergantung pada tingkat maturitas
aklivitas tersebut di negara yang 'bersangkutan. Hal ini
LerganLung dari faktor pasar, ﬁolitik, kemampuan tekno-
logi, kondisi ekonomi dan pengaturan hukum yang ter-
sedia. Perlu dikaitkan jugda dengan faktor intensitas
kompetisi asing yang ada. Misalnya di AS struktur periz-
inan untuk bidang komunikasi satelit, penginderaan jauh

dan Lransportasi satelit adalah berbeda.

Beberapa komponen yang penting yang perlu diperhatikan :

a) kepastian badan yang berwenang memberikan perizinan;

L) persyaralan perizinan;

~
—~
b

:riteria bagil penentuan penetapan izin;

.d) diciptakan prosedur penilaian ulang;

¢} adanya mekanisme penangguhan atau pembatalan suatu

izin apabila yang bersangkutan melanggar peraturan

perizinan,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Proses perizinan yang pasti dan konsisten bagi parti-
sipasi swasta secara tidak langsung mendukung investasi
modal dalam bidang aktivitas antariksa tertentu.

Apabila bidang komunikasi satelit dapat dinilai sebagai
industri yang cukup mature dengan partisipasi swasta
vang baik, maka kriteria dan proses perizinan perlu
lebih dipermudah., Dj Indonesia telekomunikasi termasuk
salah satu sektor vang telah mengalami deregulasi vang
cukup menonjol, karenanya proses perizinan perlu
terefleksi dengan arah ini. Aspek perizinan di Indonesia
seperti diketahui diatur dalam Peraturan Pemerintah XNo.
& tahun 1993 dan keputusan menteri vang terkait. Berbeda
dengan bidang penginderaan Jauh di mana faktor maturitas
belum sama seperti dalam bidang telekomunikasi. Dari
segl perizinan kendala utama adalah masih terlalu sering

dikaitkan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara.

4. Sektor Penanaman Modal Asing

Kebi jaksanaan privatisasi vang konsisten yang diperlukan
dan apabila konsistensi kebijaksanaan tidak tercapai hal
ini akan menimbulkan banvak pertentangan kepentingan.
Bila sekali ditetapkan suatu kebijaksanaan, vang tentu-
nya telah didahului oleh suatu penelitian yvang mantap,
harus tetap diikuti oleh semua organ negara tanpa

rengecualian. Seperti dimaklumi Indonesia telah ber-

95

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

hasil dalam menarik modal asing yang cukup besar untuk
pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hal mana
membantu perbaikan pelaksanaan pertelekomunikasian
dengan signifikan. Namun demikian, kompetisi yang meng-
hadang dari nedgara-negara sekeliling kita pun tidak
kecil. Hal ini perlu mendorong kita untuk mengupayakan
pengaturan hukum tentang pengoperasian, perizinan,
standarisasi produk dibarengi dengan upaya perbaikan
kualitas jasa, proteksi kepentingan konsumen dan pene-
tapan serta pengawasan tarif yang bijaksana. Dari segi
investor dalam negeri maupun asing kiranva dibutuhkan
konsistensi dari pengaturan dan kebijaksanaan pemerintah
vang mendukung kestabilan finansial agar pembagian
keuntungan dan kembalinya investasi tidak terganggu.
Dari segi investor asing adalah penting agar pengaturan
hukum dapat memastikan bahwa dalam penetapan tarif,
pasar dapat turut menetukan. Terdapat intervensi birok-
rasi minim dan stabilitas ekonomi yang langgem, serta
minimnya "foreign exchange risk". Di samping tidak ada
perlakuan diskriminatif antara para operator maupun

versus para konsumen, serta terciptanya standar teknis

vang memadai dan komitmen jasa yang terpenuhi.

Dalam kaitan dengan penyvelesaian sengketa/dispute reso-
lution harus ada transparansi dan penyelesaian vang

berlangsung dengan cepat. Keputusan pengadilan yang

3
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dapat diandalkan termasuk pelaksanaannya dan :apabila
terjadi keputusan "foreign arbitral tribunal” harus
dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan komitment Indo-

nesia pada Konvensi Internasional yang telah dirati-

fikasi.

Proteksi Hak Milik Intelektual

(9]

~Untuk kepentingan yurisdiksi objek angkasa dan hasil
objek tersebut, dalam hal ini satelit penginderaan jauh
maupun satelit komunikasi, perlu dipastikan bahwa setiap
satelit yang diluncurkan ke ruang angkasa tunduk pada
yurisdiksi dari negara peluncur (Outer Space Treaty
1969 dan Registration Agreement 1974). Untuk permasa-
lahan Hak Milik Intelektual berkaitan dengan produk yang
dihasilkan aktivitas antariksa tunduk pada yurisdiksi
negara peluncur. Misalnya Hukum Paten A.S. (Patents in
; Space Act, 1988) menetapkan "any invention made, used
or sold in outer space on a space object (or component
thereof) under the Jjurisdiction or control of the US
shall be considered to be made, used or sold in the US

for patent law purposes”. Yurisdiksi ini dikecualikan

apabila ada registrasi negara lain yang terkait dengan

suatu aktivitas atau oleh para pihak ditentukan lain
dalam suatu perjanjian internasional. Pembagian hak

5 {sharing of rights) dari hasil data ilmu dan teknik

!

3

;
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. : $ tyjuan kon-
antara para plbak perlu dldas?r1 atas perse ‘{ <

trak dan persyaratan lain. Tidak semua negara sudah

memiliki pengaturan seperti di atas 1ini.

Kesulitan dalam kaitan Hukum Paten terletak pada sistem
registrasi paten yang dianut negara-negara. AS, Canada
menganut : "first to invent" sedangkan negara-negara
pada umumnya menganut "first to apply". Pada sistem
pertama, tanggal terciptanya suatu penemuan dan tanggal
pPenemuan terseébut dioperasikan/diaplikasi di dalam
wilayah AS dapat berbeda. Dalam sistem ini dikenal
adaryn "grace period" bagi "disclosure" penemuan vyang
bersangkutan, yaitu selama 1 (satu) tahun sebelum pen-
daftaraﬁ paten dimulai dan hal ini tidak akan mengganggu
unsur "novelty" dari suatu paten. Dalam "first-to-file
system”, tempat di mana suatu penemuan diciptakan tidak
relevan untuk memperoleh hak paten (negara-negara Eropa
Barat). Juga tidak diperkenankan adanya

"disclosure"”

csebelum tanggal diadakan perdaftaran untuk memperoleh

hak paten. Mempertemukan kedua sistem tersebut tidak

miue . dan perlu dirundingkan dengan seksama. Dalam hal

Indonesia, UU Paten no. 6 tahun 1989, seperti tersirat

dari pasal 12, juga dianut "first-to-file system".

Ketentuan European Space Agency (E.S.A) mengatur perihal

informasi dan data sebagai berikut, apabila penemuan

= |
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diciptakan oleh: karvawan E.S.A., pemilikan berada di

tangan F.S5.A. Apabila penemuan diciptakan oleh para

kontraktor, maka apabila Peénemuan sudah ada sebelum

dibuat kontrak R & D antara E.S.A. dengan rara kontralk-

tor, E.S5.A. memerlukan izin darj pPihak kontraktor sebe-
lum dapat "disclosure" informasi tersebut. Bila penemuan
Ltercipta setelah ada kerjasama dengan E.S.A, E.S.A. akan
memperoleh suatu "non—exclusive, irrevocable 1licence"
dari pihak Kkontraktor Yang menciptakan penemuan terse-
but. Sedanghan penemuan hasil eksperimen yang berlang-
sung di antariksa, tergantung apakah pengguna jasa turut
membiayai eksperimen tersebut. Apabila yang bersangkutan
tidak turut membiayai, maka E.S.A. akan memperoleh hak
milik atas "raw data" tersebut dan pada pihalk yang
bereksperimen diberikan hak akses pertama dan ia akan
memperoleh pula hak atas data Yang sudah dianalisa.
Apabila pihak yang melakukan eksperimen membiayai

seluruh eksperimen, ia memperoleh pemilikan ekslusif

atas data tersebut.

Penginderaan Jauh dan Hak Milik Intelektual

Penginderaan Jauh digambarkan sebagai teknik pengambilan
data sualu obyek tertentu melalui satelit dan aktivitas
rang ber=zifat lintas-negara. Pemanfaatan hasil-hasil

kegiatan penginderaan jauh tidak hanya dilakukan oleh

badan-badan pemerintah namun juga oleh swasta.
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E‘Svjuk tahun 1978 TIndonesia telah memanfaatkan satelit
penginderaan jauh milik Jepang ("GMS") dan seri "Land-
sat” (Amerika) vang dioperasikan oleh NOAA. Semula hanva
menggunakan Stasiun bumi Satelit lingkungan dan cuaca
dan salelit Dbumi sumber alam, untuk mendapatkan data
bumi di Indonesia di Jakarta, kemudian ditingkatkan

dengan didirikannya stasiun bumi di Irian Jaya dan

stasiun bumi satelit sumber alam Pare-pare. Dengan akan
beroperasinya stasiun bumi penerima di Pare-pare dalam
waktu dekat akan mampu memacu industri nasional di

bidang jasa penginderaan jauh dari satelit. Pengopera-

sian stasiun bumi ini tidak hanya untuk menerima citra

satelit Landsat saja, tetapi juga citra satelit lainnva.

Dengan adanya pengembangan Industri penginderaan jauh

maka perlindungan patent/hak cipta serta hak-hak milik

intelektual lainnya yang terkait dengan kegiatan pen-

ginderaan jauh dan pemanfaatan hasil-hasilnya menjadi

penting. Indonesia telah memiliki lebih dari 800 orang

ahli penginderaan jauh (berkualifikasi S2 dan S3) serta

4 stasiun bumi dan 70 pusat pengolahan data. Hal ini

berarti bahwa dimungkinkan adanya penemuan suatu metoda

atau alat-alat tertentu oleh ahli-ahli TIndonesia di

bidang penginderaan jauh yang dapat mengembangkan pe-

manfaatan data-data hasil kegiatan penginderaan jauh

untuk berbagai bidang aplikasi. Perkembangan ini perlu
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dibarengi dengan upaya penataan hukumnya. Pertanyaan yang

arik adala ] ,
meng N h sejauh mana Ketentuan perundang-undangan

nasional kita di bidang perlindungan hak milik intelek-

tual telah mampu menampung

Permasalahan-permasalahan
hukum yang mungkin timbul °

Dalam Resolusi PBB tentang prinsip-prinsip Penginderaan

Jauh 1988, dikaitkan densan rasal I Outer Space Treaty

1967, memberikan beberapa arahan tentang kewajiban

negara yang mengindera dan diindera. Khususnya prinsip

ke NIT dari Resolusi ini menyatakan tentang cara-cara

negara yang diindera memiliki akses.atas "primary" dan

"processed data" di satu pihak dan informasi yang telah

dianalisa di pihak lain. Pada intinya diatur

- NYegara yang diindera ﬁemiliki akses sesaat data ini
diperoleh; dan karenanva memiliki hak prioritas atas
data tersebut;

- Nedgara yang diindera memiliki akses atas data atas
dasar tanpa diskriminasi (non-discriminatory Sasis);

- Negara yang diindera memiliki akses dengan membayar

biaya yang pantas (reasonable costs).

Pertanyaan yang timbul apakah kewajiban di atas juga
melekal pada perusahaan swasta yang mengindera negara

L2 ]
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Data penginderaan Jjauh, vaitu citra satelit dan bentuk
deravatifnya mencakup beberapa hasil data, dan berkaitan
dengan hak cipta atas data tersebut. Terkait pula aspek

rengaturan Trade Secrets untuk informasi yang tidal

o

dapat dimohon proteksi hak milik intelektual dan perlu
diupayakan berdasarkan hak atas informasi vang diraha-
siakan (undisclosed information). Hak kerahasiaan infor-

masi sudah diatur oleh Agreement on Trade-related As-

pecls of Intelectual Property Rights (TRIP's) vang sudah

diratifikasi RI, namun TRIP's masih perlu diimplementasi

dalam hukum Indonesia. Sementara hukum tentang Hak

Cipla tidak melindungi data tersebut tetapi bentuk

ekspresinyva (form of expression). Bentuk derivatif dari

data penginderaan Jauh dalam bentuk reta dan foto

(udara) diberi rerlindungan oleh hukum nasional yaitu,

Hukum tentang Hak Cipta 1982 yuncto 1987 dalam pasal

11, huruf h dan j (peta dan fotografi). Secara analogi

dapat diupayakan aplikasi Kketentuan tersebut untulk

aktivitas penginderaan Jauh Indonesia, walaupun pada

saal pembentukan UU ini belum diantisipasi untuk di-

terapkan baygi kepentingan kegiatan antariksa.

Sejauh ini di Indonesia belum ada peraturan hukum vang

khusus mengatur tentang pemanfaatan Penginderaan jauh

secara nasional, apalagi vang berkaitan dengan aspek

homersialisasi, Beberapa keputusan Menteri Pertahanan
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Jan Keananan menyangkut penyelenggaraan survai dan peme-
taan nasional. Pasal 21 dan seterusnya dari
Juklak/09/X17/1987 mengatur tentang Lkegiatan pengin-
doraan Jauh deori satelit, Titik berat pengaturan ini
adulali pada aspek pertahanan dan Kkeamanan negara, dan
tersirat dalam pemberian perizinan yang berlaku dewasa
ini, Hal mana perlu ditata kembali apabila .arus. komer-

sialisasi dalam bidang ini disambut di RT.

“Siaran melalui Salelit dan Hak Milik Intelektual

Berbagai konvensi Internasional, seperti Berne Conven-

ticen for the Protection of Literary and Artistic Works

4

971 dan Rome Convention 1961 on the Protection of
Performers, Producers of Phonograms and Proadeasting
Orgauizations, Convention for the Protection ~f DPro-

duvers of Phencgrams agaln=t Unauthorized Duplication of

thelir Phonograms, Cenewa 1971, Universal Ccpyricht

£

Touvention 1271, Jdan Rrussels Convention on the Distri-
fwi of  Programs  carryving signals transmitted by
Salellite 1971, Lkesemuanya masih dianggap kurang memadai

dalam mpengatur seluraly aspek hak cipta berkaitan dengan

aktivitas anlariksa, Konvensi UBrussel 1971, misalnya.

hanya mengatur mengenai sinval yang dipancarkan dari

selelit, tetapi idal mengatur mengenai isi pesanan yang

Hbawa sinyul (the container and not the content).
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,Permasalahan bagaimana pemegang hak cipta dan hak-hak
terkait (neighbouring rights) dapat dilindungi ? Juga
masalah intersepsi yang melanggar hukum atas karya yang
memiliki hak cipta yang disiarkan melalui satelit ke

negara-negara lain.

Proteksi hak cipta dan peraturan penyiaran (broadcasting
law) sering berkaitan pada aktivitas siaran televisi
melalui satelit. Masalah hak cipta di sini sering di-
kaitkan dengan pembedaan antara jasa yang berasal dari
“point-to-point satellite", "distribution satellite" dan
"direct broadcasting satellite" (D.B.S). Dalam kedua
jenis pertama penyiaran terjadi pada fase terakhir dari
proses komunikasi di mana stasiun bumi mentransmisi
siaran tersebut ke masyarakat. Kepada siapa pemilik hak
cipta dajat menagih pembayaran untuk ciptaan yang
disiarkan itu terdapat beberapa pilihan, apakah pada
organisasi/perusahaan yvang menentukan program yang
disiarkan dan dikenal dengan "originating (up beam)
organization" ataukah pada para distributor stasiun bumi
vang menerima transmisi sinyal dan meneruskan kepada
masyarakat atau kedua-duanya. Ada yang berpendapat bahwa
pemilik hak cipta harus memungut pembayaran pada setiap
distributor di negara-negara penerima siaran. Adapula
yang memfokus pada tanggung jawab "orginating organiza-

tion”,
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Palam hal "D.DB.S" di mana distribusi sinyal dilakukan

e¢leh organisasi/perusaliaan yang memulai penyiaran itu
sendiri sampai ke tujuan akhir yaitu masyarakat 1luas,
maka "originating organization" tersebut vang bertang-
guny jawab terhadap pemilik hak cipta. Dalam hal penggu-
naan jaringan kabel baik dalam kedua jasa pertama maupun
pada D.B.S. timbul pertanyaan apakah "cable operator"”
alaukah penyiar yang pertama atau para distributor
stasiun bumi yang memiliki kewajiban tersebut. Selama
belum ada pengaturan internasional, kesepakatan antara
pilluh-pihak tersebut harus dicapai secara kontraktual
rang  mengatur tanggung Jjawab mereka bersama versus
pemilik hak cipta dan hak-hak terkait (neighbouring

rights). Hak-hak terkait mencakup hak stasiun siaran,

produsen phonograms dan para artist.

Undlang-undang Hak Cipta tahun 1982 yuncte 1987 tidak

mengatur  secara menyeluruh hal-hal di atas, walaupun

pasal 11 mencakup Karya-karya yang dapat menjadi objelk

siaran melalui satelit. Yaitu hak cipta vang diberikan
1  untulk karya sastera, ilmu pengetahuan, karya seni, dan
sebagainya yang dibawakan atau digunakan dalam televisi,
fas tadio, film, dan rekaman video. Namun undang-undang
5 Lidak mencakup jasa siaran melalui satelit.

Adapnn berbagal peraturan rang berkaitan dengan jasa

= Laran tolevisi di Tndonesia sudah cukup banyvalk.
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Berbagai Keputusan Menteri Penerangan tentang peng-
.opvrusian siaran televisi di Indonesia telah ada,
termacul penggunaan antena parabola. Juga diatur bahwa
harus ada hak siaran dari seliap mata acara dengan
pencantuman kepemilikan hak siaran tersebut (RUU tentang
Penyliaran - 1994) yang akan dilindungi oleh Undang-
Undang Hak Cipta Indonesia. Juga spill-over dari siaran
asing ke Tundonesia dan sebaliknya, vang perlu dihindari.
Hal ini perlu diatur dengan perjanjian bilateral antara

negara pengirim dan penerima.

Lebih dari itu upaya untuk mengadakan suatu perjanjian
~ -

multilateral atau regional perlu diantisipasi. Terlehih

karena RT juga merencanakan akan memulai program siaran

=

angsung melalui satelit (D.B.S) dalam waktu delat.

KEomitment RI dengan menerima TRIP's berarti bahwa Part

i1 section I tentang Copyright and Related Rights, pasal

I s/d 11 menambah Undang-undang Copyright Kkita. Namun

Letentuan  tersebut tidak memberi indikasi pengaturan

tentang aktivitas antariksa.

Gambaran Jdi atas yang Jdiberikan penulis hanya menyentuh

bebiepapa aspek pengaturan yang diperlukan dalam rangka

Kerangka pengaturan hukum yang terkait

dengan bisni=

Leantariksaan., Dengan mengusulkan berbagai peraturan
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vanyg perlu dibuat dan dilengkapi, serta Kkeikutsertaan
Tndonesia dalam berbagai Kkonvensi internasional yang
sudah ada maupun turut menciptakan perjanjian regional/
multilateral yang baru. Permasalahan adalah bahwa peng-
aturan-pengaturan Lersebut lebih bersifat sektoral. Yang
Lelum dimiliki Indonesia selama ini adalah suatu Undang-
Tndang LKedirgantaraan Nasional, yang memuat konsepsi
tedirgantaraan yang dianut dan yang menjadi dasar landa-

san  seluruh aktivitas Kkedirgantaraan (keantariksaan)

Nepublik Indonesia di masa sekarang dan masa depan.

Undang-undang Kedirgantaraan Nasional menurut hemat

penulis, perlu. berisi doktrin dirgantara/antariksa
Republik Indonesia, perencanaan RT tentang pengembangan
pengetahuan dan teknologi antariksa, pendgembangan indus-
tri  antariksa, partisipasi Tndonesia dalam kegiatan
Reantariksaan di tingkat Nasional, Regional dan Interna-
sional  dengan mendukung upaya kerjasama berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi yang menguntungkan RI. Brhwa
aspek pertahanan dan keamanan tetap berperan dalam
rensepsi Kedirgantaraan/keantariksaan TIndonesia tetap
Jdiakui. Yamun demikian, kepentingan Hankam tidak merupa-
ian Kepentingan yang utama yang mengalahkan kepentingan
mense jahlerakan bangsa kita melalui aktivitas-aktivitas

P antariksa,
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Kesimpulan

Pengembangan kerangka  hukum untuk komersialisasi ke-
gianlan antariksa harus mengikuti perkembangan faktual
vang Llerjadi dalam praktek dengan unsur "futurologi"
(kemampuan memprediksi ke depan) dan studi perbandingan

yang mantap.

Di lain segi, Lkonvensi-konvensi internasional yang

dikenal dengan Outerspace Treaties (1969, 1968, 1972,
1971) dan konvensi internasional lainnya walaupun masih
memperlihathan kekosongan dan menimbulkan kesulitan
untuk diinterpretasi dan diterapkan dalam era komer-
sialisasi keantariksaan dewasa ini, perlu diratifikasi.
Oleh karena bagaimanapun dalam interaksi internasionnal,
ketentuan-ketentuan internasional tersebut menjad:
landasan dan pedoman bagi negaré—negara vang telah
mengikutinya. Dalam hal timbul persengketaan akan sangat
merugikan apabila RI hanya mengacu pada pengaturan hukum
nasional dan persetujuan bilateral tanpa renguatan dari
konvensi-konvensi hukum internasional vang telah

Lerlaku.

Lebih  kardinal, Indonesia perlu menciptakan suatu
Undang-undang Kedirgantaraan Nasional, yang menjadi

~dasar landasan dan pedoman bagi seluruh aktivitas

108

e

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Leantariksaan (dan dirgantara) Indonesia untuk masa kini

dan masa depan. Peluang untulk pengembangan bisnis

keantariksaan RI perlu tercakup dalam Undang-Undang ini.
Terima kasih.

Bandung, 21 Oktober 1995

Prof.Dr. Mieke Komar Kantaatmadja
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